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ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu hubungan antara dua orang individu yang menjalin
hubungan suami istri dan bertujuan untuk membangun sebuah keluarga yang
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun pada kenyataannya, tujuan
yang mulia tersebut tidak tercapai dikarenakan beberapa alasan yang mendasari
sehingga menyebabkan hubungan tersebut tidak berjalan dengan lancar yang
berujung pada perceraian. Banyak alasan yang mendasari terjadinya perceraian
salah satunya ialah menghilangnya salah satu pihak dengan meninggalkan pihak
lain dalam jangka waktu lama yang menyebabkan tidak terjalannya hak dan
kewajiban suami istri. Hal tersebut memicu fenomena yang sckarang marak
terjadi di lingkungan Peradilan Agama yaitu cerai ghaib. Cerai ghaib ini
menimbulkan ketidakjelasan suatu status perkawinan masing-masing pihak yang
mana membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait cerai ghaib.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan
pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya cerai ghaib dan akibat
hukum yang timbul dari cerai ghaib. Permasalahan yang akan dibahas ialah:
Alasan-alasan apa saja yang menyebabkan terjadinya cerai ghaib dan Bagaimana
akibat hukum dari cerai ghaib menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Hasil penelitian ini menjelaskan alasan-alasan yang mendasari terjadinya
cerai ghaib ialah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun
berturut-turut yang mana dapat dijadikan dasar gugatan cerai ghaib. Akibat
hukum yang timbul dari perceraian ini merupakan kejelasan suatu status maupun
dari perkawinan, harta benda, dan hak asuh anak.

Kata Kunci: Akibat Hukum; Cerai Ghaib; Perceraian; Perkawinan
Pembimbijng Utama, Pembimbing Pembantu

NIP. 197307281998021001
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Sang
Penciptanya. Untuk menjaga kesempurnaan tersebut, Allah SWT menurunkan
syariat-syariat Nya kepada manusia baik berupa larangan maupun perintah
yang tidak lain hanya untuk menjaga manusia tersebut tidak terjatuh kedalam
jurang kenistaan, serta meraih kemuliaan dan menjaga kesempurnaan yang
telah Allah SWT berikan seperti halnya perkawinan.

Manusia pada dasarnya, sebagai makhluk sosial pasti sering saling
berinteraksi satu sama lain. Dalam interaksinya ini sebagaimana manusia
yang diciptakan berpasang-pasangan, maka dari itu manusia satu dengan
manusia lain yang berlawan jenis akan membina sebuah kehidupan rumah
tangga yang kemudian diikat dalam sebuah ikatan yang disebut perkawinan®

Perkawinan adalah suatu kebutuhan hidup bagi manusia sebagai makhluk
sosial yang memiliki naluri untuk hidup bersama dalam suatu ikatan yang sah
dan diakui oleh masyarakat dan negara. Perkawinan adalah suatu perjanjian
suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk
keluarga bahagia. Perkawinan bukan sekedar mempersatukan dua individu
manusia yaitu laki-laki dan perempuan, melainkan juga mengikatkan tali

perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa keduanya memeliki niatan untuk

1 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, Hukum Perdata Islam di
Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 sampai KHI, Jakarta : Prenada Media, himn. 38



membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, tentram, dan rasa cinta dan
kasih sayang yang memenuhinya.

Perkawinan telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di
Indonesia, yaitu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Selanjutnya disingkat UUP). Perkawinan ialah ikatan
lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian di atas dapat
dipahami bahwasannya ikatan lahir batin merupakan suatu hal yang penting
dari perkawinan itu sendiri, perkawinan bukan hanya bertujuan untuk
memenuhi hawa nafsu saja, akan tetapi dengan adanya perkawinan maka
kehidupan yang bahagia dapat terwujud dengan berlandaskan Ketuhanan
Yang Maha Esa.

Di samping definisi yang diberikan oleh UUP tersebut di atas, Kompilasi
Hukum Islam (selanjutnya akan disingkat menjadi KHI) di Indonesia
memberikan definisi lain. Perkawinan menurut Pasal 2 KHI ialah Perkawinan
menurut Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsagan
ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannnya merupakan
ibadah. Ungkapan “akad yang sangat kuat atau mitsagan ghalizhan
merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam
rumusan Undang-Undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu

bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.?

2 Amir Syarifuddin, 2006, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta : Kencana
Pernada Media himn 40



Perkawinan adalah suatu tindakan yang dimiliki oleh makhluk hidup
yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk memfasilitasi
perkembangan kehidupan di dunia ini. Selain terjadi pada manusia,
perkawinan juga dapat ditemukan dalam dunia tumbuhan dan hewan.
Manusia memiliki akal yang mana menjadikan perkawinan bagian dari sistem
budaya yang terorganisir, mengikuti evolusi budaya manusia dalam
masyarakat. Budaya perkawinan bervariasi tergantung pada tingkat
perkembangan masyarakat. Pada masyarakat sederhana, budaya perkawinan
cenderung sederhana, terbatas, dan tertutup. Sedangkan dalam masyarakat
modern, budaya perkawinan cenderung maju, luas, dan terbuka.

Perkawinan adalah hal penting dalam kehidupan. Dari perkawinan,
seseorang akan lebih bisa memperoleh keseimbangan hidup baik secara
biologis, psikologis maupun secara sosial. Selain itu, melalui perkawinan,
dapat diatur hubungan laki-laki dan wanita (yang secara fitrahnya saling
tertarik) dengan aturan yang khusus. Dari hasil pertemuan ini juga akan
berkembang jenis keturunan sebagai salah satu tujuan dari perkawinan
tersebut. Dan dari perkawinan itu pulalah terbentuk keluarga yang diatasnya
didirikan peraturan hidup khusus dan sebagai konsekuensi dari sebuah
perkawinan.

Perkawinan tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan biologis, akan
tetapi juga melibatkan aspek hukum yang menetapkan atau menimbulkan
suatu hak maupun kewajiban bagi pasangan suami istri. Maka dari itu,

hubungan antara suami dan istri melibatkan keterkaitan antara hak dan



kewajiban yang saling berhubungan. UU Perkawinan telah mengatur tentang
hak dan kewajiban bagi pasangan suami dan istri yang diatur dalam Pasal 30
hingga Pasal 34. KHI pun juga sudah mengatur tentang hak dan kewajiban
suami istri yang diatur di dalam Pasal 77 hingga Pasal 84.3

Tujuan perkawinan menurut undang-undang Perkawinan adalah untuk
membentuk keluarga yang bahgai dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang
Maha Esa. Rumah tangga yang bahagia dan kekal didasarkan pada ajaran
agama yang dianut oleh masing-masing individu sebagaimana sesuai yang
telah dijelaskan didalam pasal 1 bahwa perkawinan hubungan yang erat
dengan agama atau kerohanian sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir
atau jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga sangat berperan penting
dalam sebuah perkawinan.*

Selain yang telah dijelaskan didalam peraturan perundang-undangan
yang ada, tujuan perkawinan juga mempunyai definisi masing-masing
menurut hukum adat maupun hukum agama masing-masing. Seperti di dalam
hukum agama islam, tujuan perkawinan ialah untuk menegakkan ajaran
agama Allah, mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat, mencegah
segala bentuk kemaksiatan dan untuk membina sebuah keluarga yang

mentaati segala perintah-Nya dan menjauhi hal-hal yang menjadi larangan.®

$ A. Rofig, 2013, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta : Rajawali Press, himn
148-149

4 Wahyu Ernaningsih & Putu Samawati, 2006, Hukum Perkawinan di Indonesia,
Palembang: PT. Rambang Palembang, himn 31-32.

5 Wahyu Ernaningsih & Putu Samawati, 2006, Hukum Perkawinan di Indonesia,
Palembang: PT. Rambang Palembang, himn 33



Menjalani kehidupan dalam sebuah rumah tangga tentunya memiliki
suatu masa terjadinya pasang surut kebahagiaan di dalamnya. Dalam
menjalani sebuah rumah tangga pastilah terkadang tidak berjalan dengan
lancar, hal ini bisa terjadi dengan berbagai macam penyebab seperti
komunikasi yang kurang baik yang terjadi terhadap pasangannya, tidak
terjalannya hak dan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan bahkan
sampai terjalinnnya hubungan gelap oleh salah satu pihak.®

Tujuan ideal perkawinan, baik menurut peraturan perundang-undangan
atau hukum nasional maupun hukum adat sertah hukum agama masing-
masing, dalam kenyataannya sangat sulit untuk diwujudkan, bahkan banyak
terjadi ketidak harmonisan yang dialami dalam menjalani sebuah kehidupan
rumah tangga tersebut.’

Dalam era multi dimensional ini, nuansa keharmonisan keluarga telah
mengalami kemunduran, yang disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya
benturan ekonomi, benturan Karir, benturan kepribadian, sikap pasangan
suami-istri yang mulai luntur dan berubah dan masalah-masalah lain. Padahal
dapat menjaga kelangsungan hidup pasangan suami-istri. Problem-problem
inilah yang kadang menjadi akar perselisihan yang mengakibatkan konflik

berkepanjangan yang kemudian berakhir dengan perceraian.®

& Amir Syarifuddin, 2014, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figih
Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, himn. 190.

" Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, 2014, Hukum Perceraian,
Jakarta: Sinar Grafika, himn. 7

8 Fu’ad Mahfudz, 2022, Skripsi, Cerai Talak Alasan Istri Ghoib, Bengkulu: UIN
Fatmawati Sukarno Bengkulu, himn. 4



Sebagaimana agama islam telah memberikan alternatif terbaik jika terjadi
problem dalam sebuah rumah tangga, semisal dengan cara musyawarah dan
saling menyadari kekurangan antara keduanya, hal tersebut dilakukan
mengingat tujuan dari perkawinan, yakni terbentuknya keluarga sakinah yang
sesuai dengan tuntunan agama. Perkawinan yang didasari dengan niat yang
luhur pastilah akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuannya, dan
sebaliknya perkawinan yang dibangun tanpa didasari dengan niat yang luhur
dan sesuai dengan anjuran agama, pastilah juga akan mendapatkan hasil yang
kurang baik, hal ini dapat terjadi jika perkawinan hanya dijadikan sebuah
panggung komedi dan jenaka untuk meraih sebuah kepentingan sesaat tanpa
adanya tuntunan agama.®

Sebagai manusia biasa, perselisihan antara suami istri sulit untuk
dihindari terlebih banyak faktor seperti pribadi maupun ekonomi yang ikut
berperan dalam perselisihan suatu rumah tangga sehingga menyebabkan
putusnya perkawinan atau dalam istilah hukum disebut perceraian. Perceraian
adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan
perempuan yang selam hidupnya sebagai suami istri.°

Tujuan perkawinan yang dijelaskan di dalam peraturan perundang-
undangan akan tidak tercapai apabila terjadinya sebuah ketidakharmonisan
serta saling bertengkar dan berselisih paham yang mengakibatkan perceraian.

Putusnya perkawinan yang mengakibatkan

® Fu’ad Mahfudz, 2022, Skripsi, Cerai Talak Alasan Istri Ghoib, Bengkulu: UIN
Fatmawati Sukarno Bengkulu, himn. 4

10 Amir Syarifuddin, 2014, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Figih
Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta : Kencana, himn 190.



putusnya hubungan sebagai suami isteri merupakan salah satu pengertian
perceraian secara yuridis.

Perceraian ini merupakan salah satu dari putusnya perkawinan. Adapun
putusnya perkawinan menurut Pasal 38 UUP ialah:!

1. Kematian;

2. Perceraian;

3. dan atas putusan pengadilan.

Fenomena perceraian mungkin sudah tidak asing lagi dimata orang
Indonesia. Perceraian adalah lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan
istri. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang berbahagia dan kekal.” Penjelasan pasal diatas seharusnya dapat ditarik
kesimpulan bahwasannya dalam membina keluarga, baik pihak suami
maupun istri seharusnya berkomitmen sepenuh hati untuk menjaga keutuhan
rumah tangga mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya kerjasama dan
dedikasi dari kedua belah ihak dalam memelihara hubungan dan kebahagiaan
keluarga, bukan malah seperti menyebabkan perpecahan atau
ketidakharmonisan.

Jika terjadinya ketidakharmonisan yang terjadi di rumah tangga yang
mengakibatkan sebuah perselisihnan dan salah satu pihak tidak dapat

memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan penderitaan. Baik dalam

1 pangeran Harahap, 2014, Hukum Islam di Indonesia, Bandung : Citapustaka Media,
himn. 109.



hukum agama maupun perundang-undangan perceraian diizinkan jika
dianggap sebagai suatu solusi yang terbaik bagi pasangan suami istri tersebut.
Dalam islam, perceraian dianggap sebagai opsi terakhir untuk menyelesaikan
konflik rumah tangga.t?

Dalam suatu perkawinan apabila antara suami dan istri sudah tidak ada
kecocokan lagi untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia
baik lahir maupun batin dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk
mengajukan gugatan perceraian kepersidangan pengadilan (Pasal 19
Peraturan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tetang Perkawinan).'®perceraian atas
kehendak suami disebut cerai talak, sedangkan perceraian atas kehendak istri
disebut cerai gugat.

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang
disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan
gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan
beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada
pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Suatu perceraian tidak
langsung terjadi begitu saja, ada beberapa ketentuan yang ada untuk

melakukan suatu perceraian, hal ini sudah diatur didalam Pasal 39 UUP.**

12 Mizatul Khaula, Analisis Putusan Hakim Tentang Cerai Gugat Ghoib, Jurnal limiah,
2020, himn5-6

13 Sarwono, 2012, Hukum Acara Perdata (Teori Dan Praktek), Jakarta : Sinar Grafika,
himn. 93

14 Rd. Singgih dan Puti Priyana, Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat
Suami Ghaib dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Karawang, Jurnal Yustitia Vol 7 No. 2,
2021, himn 225



Dalam perceraian sendiri, tidak serta-merta cerai itu terjadi. Perceraian
juga memiliki beberapa proses yang harus dilakukan. Perceraian dilakukan
didepan persidangan, jika seorang muslim maka proses hukum perceraian
tersebut di lakukan di Pengadilan Agama dan apabila seseorang tersebut
beragama non muslim maka proses hukum perceraian tersebut dilakukan di
pengadilan negeri.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, perceraian dilakukan menurut
sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Ada beberapa alasan yang membuat
terjadinya suatu perceraian yang telah diatur di dalam KHI salah satunya ialah
“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut
tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”. Pada
kenyataannya, sekarang ini ada beberapa kasus yang terjadi dimana beberapa
pasangan mengalami situasi salah satu pasangannya meninggalkannya untuk
jangka waktu yang tidak ditentukan dan tanpa memberikan informasi tentang
keberadaannya. Hal ini sering sering kali menyebabkan pasangan yang
ditinggalkan mengajukan permohonan atau gugat cerai. Fenomena ini dikenal
sebagai Cerai Ghaib.®

Cerai Ghaib ini merupakan proses cerai yang dilakukan di depan
pengadilan dimana salah satu pihak tidak diketahui alamatnya ataupun
keberadaannya. Istilah cerai ghaib masihlah sangat awam di telinga
masyarakat. Banyak masyarakat tidak mengetahui apa itu cerai ghaib. Dalam

kasus seperti ini, ketidakjelasan atau ketidaktahuan keberadaan suami

15 Rifgi Munadi, Analisa Yuridis Akibat Hukum Perceraian Ghoib Dalam Pandangan
Hukum islam dan Undang-Undang Perkawinan, Jurnal llmiah, 2021, himn 2-3.



menjadi kendala serius bagi istri yang ingin mengajukan gugatan cerai ke
Pengadilan Agama.

Situasi ini seringkali menimbulkan penderitaan bagi pihak istri yang
ditinggalkan, karena ia tidak lagi dinafkahi, diabaikan, bahkan tidak
dipenuhinya kebutuhan biologis sang istri maupun kebutuhan sehari-hari. Istri
sering kali harus berjuang sendirian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
yang membuat kehidupan rumah tangganya tersiksa. Walaupun begitu dalam
kasus perceraian salah satu pihak menghilang atau tidak jelas keberadaannya
tidak hanya istri yang mengalaminya suami pun bisa menghadapi situasi yang
sama. Hal ini bisa seperti suami tidak dihargai lagi oleh istri, istri yang
terlibat dengan orang ketiga yang muncul dalam hubungan keluarganya, atau
suami yang menderita sakit dan tidak mampu lagi bekerja. Bahkan, ada kasus
di mana suami ditinggalkan oleh istri bersama dengan anak-anak mereka
tanpa kejelasan status dan keberadaan mereka. Situai ini bisa memberikan
tekanan emosional dan kesulitan hidup yang serius bagi suami yang
ditinggalkan.

Perceraian dapat dilakukan dengan melewati gugatan pengadilan, dimana
hakim akan bertindak sabagai perantara bagi suami istri atau kedua belah
pihak yang berperkara, agar hak-hak dan kewajibannya terjamin. Untuk itu,
Hakim diharuskan mendengarkan keterangan kedua belah pihak. Pada saat
kedua belah pihak dipanggil di muka sidang mereka harus mendapatkan
perlakuan yang sama, sehingga menghasilkan keputusan berdasarkan hukum

yang tepat
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Pelaksanaan perceraian gaib ini hanyalah berlaku dalam konteks
perceraian pada agama Islam dimana si tergugatnya tidak diketahui alamat
atau keberadaannya dan tidak dapat dilacak. Seringkali situasi semacam itu
terjadi ketika suami atau istri telah meninggalkan pasangan mereka untuk
waktu yang lama, seperti bertahun-tahun lebih sehingga keberadaannya tidak
lagi dapat dipastikan. Dalam kasus tersebut, penggugat masih bisa melakukan
gugatan cerai dengan menggunakan prosedur perceraian yang mana salah satu
pihak tidak diketahui keberadaannya. Kasus ini biasa dikenal dengan cerai
ghaib. Tujuan dari sidang perceraian ini adalah untuk melindungi
keselamatan salah satu pihak yang ditinggalkan dan juga status hukum dari
pihak yang ditinggalkan mendapatkan kejelasan.

Pada skripsi ini dilakukan analisis adanya gugatan perceraian ghaib yang
diajukan oleh pihak istri dalam putusan nomor 1663/Pdt.G/2020/PA.PLG.
Dalam kasus ini pihak istri melakukan gugat cerai kepada suami dengan cara
ghaib yang tidak diketahui keberadaannya. Dijelaskan bahwasannya pihak
istri sebagai penggugat didalam perkara ini dan pihak suami yang menjadi
pihak tergugat. Pasangan suami isteri ini melangusngkan pernikahan mereka
di kediaman orang tua mereka. Setelah pernikahan berjalan dan dikaruniai 1
orang anak, rumah tangga suami isteri ini masih harmonis dan rukun selama
kurang lebih 4 (empat) tahun terhitung dari awal pernikahan mereka. Setelah
itu, ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat ini mulai goyah
dikarenakan pihak tergugat yang sering tidak pulang kerumah dengan alasan

yang tidak jelas sehingga penggugat merasa kecewa akan hal tersebut.
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Tergugat juga tidak pernah jujur atau transparansi akan penghasilan yang
didapat oleh tergugat yang bahkan dalam memberikan nafkah keluarga,
tergugat tidak pernah selalu mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka.
Tergugat juga sering bertengkar dengan penggugat dan sering melontarkan
kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada penggugat. Selain itu tergugat
juga sering melakukan kekerasan fisik kepada penggugat sehingga
meninggalkan bekas lebam di fisik penggugat. Hal ini membuat penggugat
takut dan kecewa atas sikap tergugat.

Setelah itu, ketidak harmonisan antara penggugat tergugat terus
berlangsung hingga puncaknya terjadi pada tanggal 5 bulan Februari 2017
yang pada saat itu tergugat melihat penggugat dan anaknya menangis
sehingga membuat tergugat marah dan langsung melakukan kekerasan fiisk
kepada penggugat sehingga terjadi pertengkaran diantara keduanya. Setelah
pertengkaran itu penggugat dan tergugat mendatangi Ketua Rukun Tetangga
untuk membuat surat pernyataan cerai. Akan tetapi setelah itu tergugat keluar
dari rumah dan tidak diketahui keberadaannya selama kurang lebih Tiga
tahun 6 bulan. Dikarenakan penggugat merasa rumah tangga mereka tidak
bisa dipertahankan lagi, maka penggugat melakukan gugatan cerai ghoib
kepada tergugat ke Pengadilan Agama Palembang. Di dalam putusan, Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Palembang mengabulkan gugatan penggugat
dengna menjatuhkan talak satu ba’in sughro kepada Tergugat terhadap

Penggugat.

12



Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka penulis tertarik
untuk membahas uraian tersebut secara ilmiah yang diuraikan dalam bentuk
skripsi dengan judul “AKIBAT HUKUM CERAI GHAIB MENURUT
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan nomor
1663/Pdt.G/2020/PA.PLG)”.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan diuraikan di atas,

maka didapatlah suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini,

yaitu:

1. Alasan-alasan apa saja yang menyebabkan terjadinya cerai ghaib menurut
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam Sebagaimana dalam putusan Nomor
1663/Pdt.G/2020/PA.PLG?

2. Bagaimana akibat hukum cerai ghaib menurut Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dalam putusan
nomor 1663/Pdt.G/2020/PA.PLG?

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penulis melakukan penelitian ini ialah sebagai

berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan

terjadinya cerai ghaib menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
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tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dalam
Putusan nomor 1663/Pdt.G/2020/PA.PLG.

Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terjadinya cerai ghaib
menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinandan
Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dalam Putusan nomor

1663/Pdt.G/2020/PA.PLG.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang telah diuraikan maka diharapkan memberikan manfaat

teoritis maupun praktis, yakni:

1.

2.

Manfaat Teoritis

Harapannya, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi

pemikiran yang berharga untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum

secara umum, dan secara khususnya mengenai aspek hukum perkawinan

terutama dalam konteks perceraian.

Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan serta memperluas
wawasan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan. Dengan
melakukan penelitian ini juga, lebih lanjut penulis dapat memenuhi
persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pemecah
permasalahan di dalam hubungan perkawinan yang salah satu pihak

ditinggalkan dan tidak diketahui keberadaannya serta memberikan
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pemahaman kepada masyarakat mengenai perceraian yang dilakukan
secara ghaib menurut Undang-Undang yang berlaku.
E. Ruang Lingkup Penelitian

Permbahasan dalam skripsi ini mencakup perkawinan tentang putusnya
ikatan perkawinan dikarenakan perceraian yang perceraian disebabkan oleh
salah satu pihak ditinggalkan dan tidak diketahui keberadaannya yang ditinjau
menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam serta Hukum Positif di Indonesia.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi
tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian
yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut.
1. Konsep Perceraian

Menurut Hurlock, perceraian merupakan penyelesaian perkawinan
apabila pihak suami dan istri sudah tidak menemukan jalan keluar atas
permasalahannya yang tidak membuahkan kebahagiaan atas perkawinannya.
Perceraian dapat dilakukan secara hukum maupun diluar hukum. Menurut
Sudarsono, perceraian adalah peristiwa yang traumatis bagi semua pihak yang
terlibat bagi pasangan yang tak lagi dapat hidup bersama dan juga bagi anak-
anak, mertua/ipar, sahabat, Perceraian dalam keluarga merupakan perubahan
besar, bagi anak-anak akan mengalami reaksi emosi dan perilaku karena

kehilangan satu orang tua.
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Menurut Robert E. Emery, mendefinisikan perceraian merupakan
berpisahnya pasangan suami istri dan berakhirnya suatu ikatan perkawinan
atas dasar kesepakatan antara pihak suami maupun pihak istri, disebabkan
oleh tidak terpenuhinya kebutuhan antara kedua belah pihak.

Menurut Soemiyati dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan
Islam dan Undang-Undang Perkawinan, menjelaskan ada dua jenis perceraian,
yaitu:1®
1) Cerai Gugat

Cerai gugat ialah saat hubungan suami dan istri berakhir, dimana pihak

istri yang pertama kali mengajukan gugatan cerai kepada suami.
2) Cerai Talak

Cerai talak merupakan berakhirnya hubungan antara suami dan istri

dimana pihak suami yang memberikan talak kepada istri.

Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) UUP, disebutkan pula
bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah
pengadilan (Majelis Hakim) tidak berhasil menjadi penengah bagi kedua
belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak
terlihatnya sebuah harapan lagi untuk menjalin kehidupan suatu rumah tangga

yang rukun, perkawinan mereka betul-betul sudah pecah.

16 Ano Wiranto, 2020, Makalah Perceraian Secara Hukum Adat di Kabupaten Barito
Selatan, himn. 3. (diakses pada tanggal 10 Januari 2022,
https://www.academia.edu/42660476/MAKALAH_PERCERAIAN_SECARA HUKUM_ADAT _
DI_KABUPATEN_BARITO_SELATAN
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2. Teori Akibat Hukum
Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu

peristiwva hukum atau perbuatan dari subjek hukum.!” Menurut Soedjono

Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum

timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum

ada hak dan kewajiban. Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan
akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum,
peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik
ataupun privat.®

Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan
tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang
sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibat hukum adalah akibat yang
ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

a) Akibat Hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya “suatu
keadaan hukum tertentu”.

b) Akibat Hukum berupa “lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu
“hubungan hukum tertentu”.

c) Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum
(perbuatan melawan hukum). Sanksi dari suatu akibat hukum
berdasarkan pada lapangan hukum dibedakan pula atas berikut ini.

- Sanksi hukum di bidang hukum publik pidana yang diatur di dalam

Pasal 10 KUH-Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

17 Marwan Mas, 2014, Pengantar IImu Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, himn. 37
18 Soejdono Dirdjosisworo, 2010, Pengantar Ilmu hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Tinggi, himn 131
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“pidana terdiri atas”

1) Pidana pokok:

e Pidana mati;

e Pidana penjara;

e Pidana kurungan;
e Pidana denda;

e Pidana tutupan.

2) Pidana Tambahan
e Pencabutan hak-hak tertentu;
e Perampasan barang-barang tertentu;
e Pengumuman putusan hakim
- Sanksi Hukum di bidang hukum privat (perdata) terdiri atas dua jenis
yaitu melakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan
wanprestasi.'®
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori akibat hukum guna
untuk membahas dan menganalisis permasalahan mengenai akibat hukum
yang timbul dalam perkara cerai ghaib
3. Teori Pertimbangan Hakim
Untuk menilai keabsahan suatu putusan hakim, ada aspek penting yang
haru memuat keadilan (ex aquo et bono) dan kepastian. Aspek yang krusial
ini adalah Pertimbangan Hakim. Pertimbangan Hakim harus dilakukan

dengan teliti, adil, dan hati-hati, mengingat pentingnya dampaknya bagi para

19 Marwan Mas, 2014, Pengantar limu Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, himn. 37
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pihak yang terlibat. Jika pertimbangan hakim dianggap kurang teliti, adil atau
hati-hati, maka putusan yang dihasilkan berhak untuk diperiksa ulang ataupun
dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.?°

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan oleh Undang-
Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari
batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih
tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah diatur dan ditetapkan oleh
Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat
digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau
pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan
penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:?!

Selain itu, pertimbangan hakim senyatanya harus juga mencakup hal-hal
sebagai berikut:
a. Pokok persoalan yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
b. Adanya analisis yuridis terhadap putusan segala aspek yang berhubungan

dengan semua fakta yang terbukti dalam persidangan.
c. Terdiri dari semua petitum penggugat yang harus dipertimbangan atau

tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

20 Mukti Arto, 2004, Praktek Perkara pada Pengadilan Agama, cet V, Yogyakarta :
Pustaka Pelajar, himn 140
2 Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, himn. 102.
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G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah:
Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini fokus pada data, bahan tertulis yang berkaitan
dengan topik pembahasan ilmiah yang diangkat. Maka dari itu untuk
melakukan penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian
normatif. Penelitian normatif ialah suatu penelitian hukum yang
penelitiannya dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder
yang didukung oleh data primer.?

Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang
ditujukan dan dilakukan dengan menggunakan kajian terhadap peraturan
perundang-undangan dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang
berhubungan dengan penulisan karya ilmiah ini.??

Pendekatan Penelitian

Pada karya ilmiah ini menggunakan pendekatan penelitian yaitu
yang pertama pendekatan perundang-undangan (Statute Approaach).
Pendekatan perundang-undangan ini berfungsi untuk menelaah undang-
undang dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang akan di
teliti.?* Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan

kasus atau biasa disebut (Case Approach) yang berguna

22 Sperjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, Metode Penelitian Normatif, Jakarta:

Rajawali, himn 15

himn 136.

23 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Ul-Press, himn. 20
24 Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group,
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dalam mempelajari penerapan suatu norma yang dilakukan dalam suatu
praktik hukum.?®
3. Bahan Penelitian Hukum
Bahan hukum yang digunakan dalam Pada penelitian ini adalah
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari
norma dasar, peraturan perundang-undangan, traktat dan
yurisprudensi yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Adapun
bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3) Kompilasi Hukum Islam
4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari
kepustakaan. Bahan hukum sekunder meliputi rancangan undang-
undang dan naskah akademik yang berfungsi untuk melengkapi

bahan hukum primer.2

2 |bid
% Mezak, M. H. 2006. Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum.
himn.93
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c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan
mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan
hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, yang
berhubungan dengan permasalahan.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan adalah teknik
penelitian kepustakaan. Teknik penelitian kepustakaan ini ialah suatu
teknik yang diperoleh dari penelitian kepistakan yang bersumber dari
peraturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi, dokumen yang ada
secara resmi dan hasil suatu penelitian ini dapat dilakukan dengan
membaca, mengutip, mencatat hal-hal atau bahasan yang berhbungan
dengan permasalahan untuk disajikan untuk skripsi ini.
5. Analisis Bahan Hukum
Pada karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan metode deskriptif
kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan bahan hukum yang didapat
ke dalam bentuk uraian-uraian. Uraian tersebut disusun secara sistematis.
Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan dengan
sebagaimana mestinya sehingga penulis dapat memahami permasalahan

yang diteliti.?’

27 Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul Press, himn.21.
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6.

Metode Penarikan Kesimpulan

Dengan menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif
terhadap penelitian ini maka teknik ini adalah teknik yang paling baik,
karena teknik penarikan kesimpulan secara deduktif ini cara berpikir
yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian hal-hal
tersebut ditarik kesimpulan menjadi bersifat khusus sesuai dengan pokok

permasalahan yang diteliti.
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